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ABSTRAK  

NAMA :Fadil Rahmat Irfani 

NIM  :30 600 113 124 

JUDUL :MODALITAS KEKUASAAN (Studi terhadap Kepemimpinan 

Kepala Desa Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo) 

 

Penelitian ini mengkaji tentang upaya kepala desa dalam mengelolah 

modalitas kekuasaan serta respon masyarakat terhadap upaya kepala desa tersebut. 

Olehnya itu, peneliti mengangkat judul “MODALITAS KEKUASAAN (Studi 

terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten 

Wajo). 

Penelitian ini dianalisis dengan teori Modalitas, Keluasaan dan kepemimpinan 

serta menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan. penelitian ini 

diharapkan mampu mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan penelitian secara 

detail, serta menggali informasi dari beberapa informan yang mampu memberikan 

informasi yang detail dan akurat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Kepala Desa Wage dalam 

Mengelolah Modalitas Kekuasaan yaitu memperoleh kepercayaan dari masyarakat 

dengan modal utamanya berjiwa sosial seperti aktif di dalam masyarakat, berbaur 

dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, jujur, dan lain-lain sebagainya serta 

setelah menjabat kepercayaan tersebut masih tetap dijaga dengan tetap menjaga dan 

memperbaiki hubungan di kalangan masyarakat bahkan di semua kalangan. Serta 

Respon masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa Wage yaitu, Respon Postif : 

Masyarakat sangat mendukung beliau dan memberikan sepenuhnya kepercayaan 

kepada beliau untuk memimpin Desa Wage, hal tersebut dikarenakan sikap beliau 

yang jujur, merakyat serta telah membawa banyak perubahan yang positif bagi 

kehidupan masyarakat di Desa Wage. Respon negatif : Berdasarkan hasil pengamatan 

dan hasil wawancara peneliti dapat menganalisis bahwa dari dari beberapa 

narasumber yanng diwawancarai semuanya memberikan respon positif terhadap 

kepemimpinan beliau dan hanya tidak ada satupun narasumber  yang memberi respon 

negatif yang peneliti dapatkan hanyala beberapa masukan untuk beliau 

Adapun implikasi penelitian yaitu, Tidak selamanya modal politik dan modal 

ekonomi mendominasi untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial mampu menundukan kedua modal 

tersebut. Selain itu, hasil penenlitian ini juga membuktikan bahwa dengan modal 

sosial seorang pemimpin mampu menggenggam dan mempertahaankan kekuasaannya 

hingga dua priode serta tidak ada satu pun masyarakatnya yang memberi respon 

negatif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Bourdieu, definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal 

material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang 

didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal 

budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan 

bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang 

terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala 

bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang 

mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari 

dalam sebuah formasi sosial tertentu.1 

Pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab 

yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang 

dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, 

pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-

formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab 

kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari 

tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum 

tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan 

                                                           
1Jenkins, Richard “Pierre Boudieu Routledge”, Dalam Nurhadi. “Membaca Pikiran Pierre 

Bourdieu”, Bantul : Kreasi Wacana, 2016 
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sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan 

tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan 

sebaik-baiknya.2 sebagaiman firman Allah Swt dalam al-Quran Surah al-

Mukminun/23 : 8-9 yang berbunyi: 

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ همُْ لأمَانَاتهِِمْ  . وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلوََاتهِِمْ يحَُافظِوُنَ     
 

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan 

janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya."3 

 

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab beliau akan diserahi 

tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi 

adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. 

Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia 

menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari 

tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara 

dan kepemimpinan Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam 

hukum Syari’at Islam.4 

Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik 

dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang 

paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan 

membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan 

                                                           
2Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, (Cet I; Yogyakarta: AK Group, 

2006), h. 52. 
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhnya (Bandung :CV. Penerbit J-ART, 2004, 

h. 342 
4Hepi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009), h. 9 
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kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di 

antara personil-personil yang dipimpinnya.5 

كُمْ رَاع  
مَسْئوُْلٌ عَنْ  عَنِ ابْنِ عُمَروَكُلُّكُمْ  .عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنََّهُ قاَلَ : ألَاَ كُلُّ

جُلُ رَاع  عَلىَ أهَْلِ بَ  تهِِ، يْ رَعِيَّتهِِ. فاَلْأمَِيْرُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاع ، وَهوَُ مَسْئوُْلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ. وَالرَّ

وَوَلدَِهِ، وَهِيَ مَسْئوُْلةٌَ وَهوَُ مَسْئوُْلٌ عَنْهمُْ. وَالْمَرْأةَُ رَاعِيةٌَ عَلىَ بيَْتِ بعَْلهِاَ  عَنْهمُْ. وَالْعَبْدُ رَاع  عَلىَ  

كُمْ رَاع . وَكُلُّكُمْ مَسْئوُْلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 
 مَالِ سَيِّدِهِ، وَهوَُ مَسْئوُْلٌ عَنْهُ. ألَاَ فكَُلُّ

Artinya: 

Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: Ketahuilah! 

Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan 

dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja 

yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah 

pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban 

terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga serta anak 

suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang 

dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan 

dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! 

Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan 

dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.(HR. Ibnu Umuar) 

 

 

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar 

karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah 

kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di 

dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang 

memimpin (imam).6 

Kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, 

tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban 

                                                           
5Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika, (terj), 

Abdurrahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h.10. 
6Dewi Ernita,  Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal,  (Cet I; Yogyakarya: AK Group 2006), 

h. 2 
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dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk 

bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan 

seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dan kepeloporan dalam 

bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan 

semangat amanah, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan. 

Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, 

memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat 

mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggungjawab. Seperti yang di 

jelaskan dalam al-Qur’an surah An-Nisa’/4: 83 

سُولِ وَإلِىَٰ أوُليِ الْأمَْرِ مِنْهمُْ  وَإذَِا جَاءَهمُْ  وهُ إلِىَ الرَّ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بهِِ ۖ وَلوَْ رَدُّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لَاتَّبعَْتمُُ الشَّيْطَانَ  اً  إلِاَّ لعََلمَِهُ الَّذِينَ يسَْتنَْبطِوُنهَُ مِنْهمُْ ۗ وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ   قلَيِ
 

Terjemahnya: 

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 

ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya 

kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang 

ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka 

(Rasul dan ulil Amri) kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada 

kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di 

antaramu)” 7 

 

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang 

pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-

unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang 

maksimal. Modal seseorang dalam hal ini Kepala Desa dalam memperoleh 

                                                           
7Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhnya (Bandung :CV. Penerbit J-ART, 2004,  

h. 91 
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kekuasaantentunya berbeda-beda dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan 

pengaruh modalitas kekuasaannya pun berbeda-beda terhadap kepimpinannya. 

Kepala Desa Wage adalah seorang pemimpin yang telah mendapat 

kepercayaan penuh oleh masyarakat, ini terbukti atas keberhasilannya 

melanggengkan kekuasaannya. Beliau telah menjabat sebagai kepala desa wage 

selama dua priode. Sebelum menjabat sebagai kepala desa beliau adalah pegawai 

dinas kesehatan Kab.Wajo. Pada waktu periode pertama pemilihan kepala desa 

beliau bersaing dengan tiga kandidat dan berhasil unggul dengan suara terbanyak 

yaitu 465 uara. Lawan  terkuatnya pada saat itu adalah  Drs. Rahman Osin hanya 

mampu mengais 211 suara di ikuti oleh calon yang lainnya yaitu Sultan Tombong 

135 suara dan Abdul latif 130 suara.8 Kemudian, pada priode kedua pemilihan 

kepala desa, beliau kembali memenangkan pemilihan kepala desa dengan jumlah 

suara yang sangat  meyakinkan yaitu  625 suara dengan  lawannya yang hanya bisa 

mendapat 250 suara.9 Kemenangan tersebut membuatnya kembali duduk sebagai 

kepala desa Wage. 

Faktor yang membuat atau mendukung langgengnya sebuah kekuasaan itu 

salah satunya adalah modal. Atas keberhasilan bapak desa wage mempertahankan 

kekuasaannya hingga dua periode, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “MODALITAS KEKUASAAN (Studi terhadap Kepemimpinan Kepala Desa 

Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo). 

                                                           
8Draf Dokumen Desa Wage  
9Draf Dokumen Desa Wage 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam peelitian ini,yaitu: 

1. Bagaimana upaya Kepala Desa Wage dalam Mengelola Modalitas 

Kekuasaan? 

2. Bagaimana respon Masyarakat terhadap Kepala Desa Wage dalam Mengelola 

Modalitas Kekuasaan ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui upaya Kepala Desa Wage dalam Mengelola Modalitas 

Kekuasaan. 

2. Untuk menganalisis respon Masyarakat terhadap Kepala Desa Wage dalam 

Mengelola Modalitas Kekuasaan.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada kaidah ilmiah, sehingga 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam dunia pendidikan 

yang berkaitan dengan modalitas kekuasaan. 
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2. Secara Praktis  

Mengetahui dan memahami Upaya Kepala Desa Wage dalam Mengelolah 

Modalitas Kekuasaan serta respon masyarakat terhadap kepala  Kepala Desa 

Wage dalam Mengelolah Modalitas Kekuasaan. 

E. Kajian Pustaka 

Setelah menelusuri beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis 

menjabarkan lima di antaranya yang serupa dengan penelitian ini: 

1. Kekuasaan Pemerintah Desa dan Demokrasi Lokal 

Dengan lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan 

peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa memberikan kesempatan 

kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan 

pemerintahan desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui dan menganalisis kekuasaan pemerintah desa dalam 

pemberdayaan masyarakat sekaligus mengkaji faktor pendorong dan 

penghambat dalam dalam memberdayakan masyarakat di Desa moncongkomba 

kecamatan palombangkeng kabupaten takalar. Hasil penelitian dari 3 unsur 

pokok yang meliputi pembinaan masyarakat, pengayom masyarakat, pelayanan 

masyarakat dan pengembangan pada masyarakat menunjukan bahwa 

pemerintah desa sederhana telah berhasil membangun komunikasi masyarakat 

sehingga dapat berpastisipasi aktif dalam pemberdayaan desaanya, meskipun 
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disadari oleh pemerintah desa ada fator yang menghambat dan mendorong 

dalam upaya pemberayaan masyarakat dan dalam pelaksaan kepala desa 

terdapat dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat desa.10 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu, pada 

penelitian saudara Fandi mengkaji tentang bagaimana upaya pemerintah desa 

dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan peneliti mengkaji  tentang 

modalitas kekuasaan kepala desa. 

2. Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Lokal Desa Benteng 

Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Skripsi ini mendekripsikan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat 

terhadap kepemimpinan Lokal Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang 

Kabupten Pinrang. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat di 

Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi 

Sulawesi Selatan terhadap kepemimpinan Nasional saat ini mengenai 

pemasangan listrik, perbaikan jalan di Dusun Rajang Balla, ternyata masih 

banyak masyarakat yang menilai bahwa program-program tersebut kurang 

efektif karena kesejahteraan yang diidam-idamkan selama ini masih belum 

tercapai. Namun demikian berdasarkan data di lapangan secara umum 

masyarakat Desa Benteng Paremba memberi dukungan kepada Kepala Desa, 

                                                           
10Achnad Afandi ,“Kekuasaan Pemerintah Desa dan Demokrasi Lokal”, Skripsi (Makassar 

:FUFP, Universitas Islam Negeri ,2012), h.x. 
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dukungan tersebut sebagai implikasi demi proses politik di Desa yang 

berlangsung selama Kepala Desa Berkuasa.11 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu, pada 

penelitian saudara Aris mendekripsikan tentang persepsi masyarakat terhadap 

kepemimpinan lokal desa benteng paremba kecamatan lembang kabupaten 

pinrang, sedangkan peneliti mengkaji  tentang modalitas kekuasaan kepala 

desa. 

3. Kinerja Politik Pemerintah (Studi terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa 

Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

Skripsi ini mengkaji tentang Kinerja Politik Pemerintah Desa. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamaika politik perbaikan jalan 

desa dan faktor penghambat dalam perbaikan jalan desa di Desa baraya 

kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto. Hasil penelitian menggambarkan 

bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan belum 

maksimal, kondisi ini diketahui dari banyaknya keluhan dari masyarakat akan 

kinerja kepala desa. Selanjutnya mengenai faktor yang menghambat kinerja 

pembangunan infrastruktur jalan di desa baraya yaitu kurangnya perhatian dari 

birokrasi desa serta faktor lain itu kfaktor kesehatan yang dialami oleh kepala 

desa baraya selama menjabat sebagai kepala desa sering terganggu sehingga 

kepala desa kurang bisa mengkordinir bawahannya sehingga kurang maksimal 

                                                           
11Muh Aris Sanjaya K,“ Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Lokal Desa 

Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.”, Skripsi (Makassar :FUFP, 

Universitas Islam Negeri ,2012), h.x. 
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dalam memimpin Desa Baraya, serta tidak tersedianya lahan/tanah atau 

masyarakat yang eggan memberikan sedikit lahan/tanah mereka untuk 

digunakan sebagai pembuatan jalan desa. Sedangkan faktor pendukungnya 

yatiu masyarakat yang antusias membantu dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur. 12 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu, pada 

penelitian saudara Ismail mengkaji tentang kinerja politik kepala desa, 

sedangkan peneliti mengkaji  tentang modalitas kekuasaan kepala desa. 

4. Pilkades dan Pembentukan Komposisi Elit Politik Desa pada Desa Barumbung 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar 

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di 

pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seerti ini yang terpenting 

dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek 

penting, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan. 

Namun ketiga aspek ini sulit tercapai meskipun sudah diatur oleh perundang-

undangan karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik yang hanya 

ingin merebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diingni pilkades yaitu 

pemerintahan desa yang legitimste. Disamping itu, penyelenggaraan pilkades 

juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh hubungan emosional masyarakat 

dengan para kandidat yang akan menjadi kepala desa. Hasil penelitian 

                                                           
12Muh Ismail,“Kinerja Politik Pemerintah Desa  (Studi terhadap perbaikan jalan desa di desa 

baraya, kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto”, Skripsi (Makassar :FUFP, Universitas 

Islam Negeri ,2016), h.x. 
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menunjukan bahwa pembentukan komposisi elit politik pada desa barumbung 

dapat digunakan tiga model yang lazim dikenal dalam studi elit dan politik 

yaitu model demokratis, model kekeluargaan, dan model pragmatisme. Ketiga 

model tersebut dalam formasi elit dan pembentukan elit desa saling 

berinteraksi, kendati secara umum pembentukan elit desa sangat ditentukan elit 

barumbung, ikatan-ikatan primordial dan kekerabatan.13 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu, pada 

penelitian saudara Mustakim mengkaji tentang pilkades dan pembentukan 

komposisi elit politik, sedangkan peneliti mengkaji  tentang modalitas 

kekuasaan kepala desa. 

5. Kekuatan Politik Abdul Aziz Qahar Mudzakkar Pada pemilu Legislatif Tahun 

2014 (Studi di Keluarahan Tanete, Kecamatan Anggera, Kabupaten Enrekang). 

Penelitian ini di Latarbelakangi oleh hadirnya sosok aktor politik yaitu 

Aziz Qahar sebagai inkanbent, yang kembali memenangkan pemilu pada 

pemilu legislatif tahun 2014. Dan ini yang ketiga kalinya Aziz Qahar menjadi 

senator mewakili sulawesi selatan. Di kelurahan Tanete Kecamataan anggeraja 

kabupaten enrekang, Aziz Qahar menjadi pemenang pemilu dan hal inilah yang 

menarik dari Aziz Qahar karna dia bukanlah aktor politik yang berasal dari 

tanah enrekang. Maka yang menjadi inti permasalahan dalam skripsi ini ialah 

bagaimana kekuatan politik Aziz Qahar sehingga memenangkan pemilu 

                                                           
13Mustakim Kamil,“Pilkades Pembentukan komposisi elit politik desa pasa desa barumbung 

kecamatan matakali kabupaten Polewali mandar”, Skripsi (Makassar :FUFP, Universitas Islam 

Negeri ,2012), h.x. 
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legislatif pada tahun 2014 di kelurahan tanete kecamatan anggeraja kabupaten 

enrekang. Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam 

menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan 3 teori yaitu teori 

habitus, kapital ( modal ) dan ranah, teori jaringan sosial, dan teorigeneologi 

kuasa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan politik Aziz Qahar datang 

dengan status yang di kenal uztads karena pandai berdakwah dan karena 

kepandaiannya berdakwah yang menggunakan pendekatan bil-lisan dan bil-

halal. Adapun capital ( modal ) yang di miliki Aziz Qahar ialah modal politik : 

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam ( KPPSI ), Modal Budaya : menjadi 

aktor politik yang beribawa serta pandai berdakwah, namun kekuatan politik 

yang palin berpengaruh ialah modal simbolik : adanya figur orang tua Kahar 

Mudzakkar, sehingga adanya hubungan emosional antara masyarakat dengan 

Aziz Qahar. Menjadi anggota DPD hendaknya mampu menampung dan 

memberi umpan balik kepada masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.14 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu, pada 

penelitian saudari Winasty mengkaji tentang bagaimana kekuatan politik aziz 

kahar dalam memenangkan pemilu padahal beliau bukan orang dari derah 

tersebut, sedangkan penelitian saya mengkaji tentang bagaimana kepala desa 

wage mengelolah modallitas kekuasaan.  

                                                           
14 Winasty Achmad,“Kekuatan Politik Abdul Aziz Qahar Muzakkar Pada Pemilu Legislatif 

tahun 2014, Skripsi (Makassar :FUFP, Universitas Islam Negeri Alauddin ,2017), h.x. 
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MATRIKS HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Judul 

Penelitian 

Tujuam 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Achmad 

Afandi15 

Kekuasaan 

Pemerintah 

Desa dan 

Demokrasi 

Lokal 

Untuk 

mengetahui 

upaya kepala 

desa dalam 

pemberdayaan 

masyarakat 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pemerintah desa 

telah berhasil 

membuat 

masyarakat aktif 

dan 

berpartisipasi 

dalam 

pemberdayaan 

desanya. 

2 Aris 

Sanjaya16 

Persepsi 

Masyarakat 

terhadap 

kepemimpinan 

kepala desa 

benteng 

paremba 

kecamatan 

lembang  

bkabupaten 

pinrang. 

Untuk 

mendeskripsikan 

persepsi 

masyarakat 

terhadap 

kepemimpinan 

lokal desa 

paremba 

kecamatan 

lembang 

kabupaten 

pinrang.  

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa persepsi 

masyarakat 

masih banyak 

masyarakat 

yang menilai 

bahwa seperti 

perbaikan jalan 

masih kurang 

efektif karena 

kesejahteraan 

yang diidam-

idamkan selama 

ini belum 

tercapai. 

                                                           
15Achnad Afandi ,“Kekuasaan Pemerintah Desa dan Demokrasi Lokal”, Skripsi (Makassar 

:FUFP, Universitas Islam Negeri ,2012), h.x. 
16Muh Aris Sanjaya K,“ Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Lokal Desa 

Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.”, Skripsi (Makassar :FUFP, 

Universitas Islam Negeri ,2012), h.x. 
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3 Muh 

Ismail17 

Kinerj politik 

pemerintah 

(Studi 

terhadap 

perbaikan 

jalan di desa 

baraya 

kecamatan 

bontoramba 

kabupaten 

jenneponto. 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

dinamika politik 

perbaikan jalan 

desa dan faktor 

penghambat 

dalam perbaikan 

jalan di desa 

baraya kcamatan 

bontoramba 

kabupaten gowa.  

Kualitatif Hasil penelitian 

menggambarkan 

bahwa kinerja 

kepala desa 

dalam 

pembangunan 

infrastruktur 

jalan belum 

maksimal, 

adapun faktor 

yang 

menghambat 

pembangunan 

tersebut yaitu 

kurangnya 

perhatian 

birokrasi desa. 

4 Mustakim 

Kamil18 

Pilkades dan 

pembentukan 

komposisi elit 

politik di desa 

barumbung 

kecamatan 

matakali 

kabupaten 

polewali 

mandar 

Untuk mengkaji 

tentang pilkades 

dan 

pembentukan 

komposisi elit di 

desa barumbung 

kecamatan 

matakali 

kabupaten 

polewali mandar 

Kualitatif Hasil penelitian 

Menunjukkan 

bahwa 

pembentukan 

komposisi elit 

politik pada 

desa barumbung 

digunakan 3 

model 

pragmatisme 

(model 

demokratis, 

model 

kekeluargaan, 

dan model 

                                                           
17Muh Ismail,“Kinerja Politik Pemerintah Desa  (Studi terhadap perbaikan jalan desa di desa 

baraya, kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto”, Skripsi (Makassar :FUFP, Universitas 

Islam Negeri ,2016), h.x. 
18Mustakim Kamil,“Pilkades Pembentukan komposisi elit politik desa pasa desa barumbung 

kecamatan matakali kabupaten Polewali mandar”, Skripsi (Makassar :FUFP, Universitas Islam 

Negeri ,2012), h.x. 
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pragmatisme) 

5 Winasty 

Achmad19 

Kekuatan 

Politik Abdul 

Asiz kahar 

Muzakkar 

pada pemilu 

Legislatif 

tahun 2014 

(studi di 

kelurahan 

tanete, 

kecamatan 

anggere, 

kabupaten 

enrekang). 

Untuk 

menganalisis 

bagaimana 

kekuatan politik 

aziz kahar 

muzakkar 

sehingga 

memenangkan 

pemilu legislatif 

tahun 2014 di 

kelurahan tanete 

kecamatan 

anggeraja 

kabupaten 

enrekang.  

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kekuatan 

politik aziz 

kahar muzakkar 

datang dengan 

status yang 

dikenal uztads 

karena pandai 

berdakwah, 

adapun modal 

yang dimiliki 

beliau modal 

politik, modal 

budaya, serta 

modal simbolik.  

6 Fadil 

Rahmat 

Irfani 

Modalitas 

Kekuasaan 

(Studi 

terhadap 

kepala desa 

wage 

dikecamatan 

sabbangparu 

kabupaten 

wajo). 

Untuk 

mengetahui 

upaya kepala 

desa wage 

dalam 

mengelolah 

modalitas 

kekuasaan serta 

bagaimana 

respon 

masyarakat. 

Kualitatif Perbedaan dari 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu, penelitian 

ini mengkaji 

tentang upaya 

kepala desa 

wage dalam 

mengelolah 

modalitas 

kekuasaan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Winasty Achmad,“Kekuatan Politik Abdul Aziz Qahar Muzakkar Pada Pemilu Legislatif 

tahun 2014, Skripsi (Makassar :FUFP, Universitas Islam Negeri Alauddin ,2017), h.x. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pemerintah Desa 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan 

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, 

dalam definisi lainnya, adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk 

berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk 

mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.20  

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam 

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa 

merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa 

memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya.21  

Penamaan atau istilah Desa pada PP No 72 2005 tentang Desa disesuaikan 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti kampung, desa, dusun, 

dan sebagainya, susunan tesebut bersifat istimewa. Pengaturan mengenai 

                                                           
20Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta: Raja Gravindo, 2003), h 13  
21 Widjaja, Otonomi Desa, h 13-14 
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pemerintahan desa telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi 

bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan 

termsuk pengawasan presentatif terhadap peraturan desa dan APBD.22 

Pemerintahan desa menjadi organisasi pemerintah terendah yang 

kedudukanya langsung berada di bawah camat. Kepala desa dan perangkatnya 

dijadikan pemerintahan pusat ditingkat desa yang harus percaya dan dengan penuh 

pengabdian mengamalkan pancasila dan UUD 1945.23 Dengan demikian kepala 

desa merupakan pemimpin desa yang didampingi oleh para perangkat desa guna 

melaksanakan tugas – tugas administrasi ditingkat desa di bawah camat.  

B. Pemikiran Bourdieu (Habitus x Modal + Ranah = Praktik) 

Objektivisme dan Subjektivisme Pierre Felix Bourdieu 

Pemikiran dari Pierre Felix Bourdieu didasari oleh hasrat untuk menanggulangi 

adanya kekeliruan dalam mempertentangkan antara objektivisme dan 

subjektivisme. Pertentangan antara individu dan masyarakat. Pemikiran Bourdieu 

tidak hanya menjawab tentang asal-usul dan seluk beluk masyarakat melainkan 

juga menjawab persoalan baru yang diturunkan dari pemikiran terdahulu seperti 

pertentangan struktur dan agensi, factor objective dan factor subjective, 

objektivisme dan subjektivisme, nature dan history, doxa dan episteme, material 

                                                           
22 Widjaja, Otonomi Desa, h 17 
23M.Mas’ud Said, Birokrasi di Negara Birokratis, (Malang:UMM Press, 2007), h.338.  
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dan simbolik, kesadaran dan ketidak sadaran, kebebasan manusia dan keterikatan 

oleh struktur, serta ekonomi dan budaya. 24 

Permasalahan atau konflik diatas dalam pandangan Bourdieu akan dijelaskan 

dengan mengaitkan antara konsep dan praktek kehidupan sehari-hari dalam 

masyarakat. Dengan konsep tersebut Boudieu mengatasi adanya kesenjangan 

antara teori dan praktik, pikiran dan tindakan serta ide dan realitas konkret. 

Bourdieu meletakkan pemikiran Durkheim dan hasil studinya tentang fakta social, 

strukturalisme Sussure, Levi-Strauss, dan structural Marxis kedalam penganut 

pandangan ovbjektivirme. Prespektif inilah yang menjadi dasar pandangan 

Bourdieu karena dalam pandangan tersebut hanya menekankan pada struktur 

objektiv dan mengabaikan adanya proses konstruksi social melalui proses dimana 

aktor akan merasakan, memikirkan dan membangun struktur ini dan mulai 

bertindak berdasarkan yang dibangunnya itu. Teori objektivisme menurut 

pandangan Bourdieu mengabaikan adanya keagenan. Untuk itu Bourdieu lebih 

condong pada pemikiran strukturalis yang tidak mengabaikan agen.25 

Persoalan awal yang digarap oleh Bourdieu adalah bagaimana suatu 

pengetahuan dan unsur-unsur budaya lainnya disebarkan serta berpengaruh 

didalam suatu masyarakat. Bourdieu berusaha untuk menjelaskan secara 

komprehensif dinamika kehidupan masyarakat dengan membedakan struktur 

objektif dan subjektif yang berupa disposisi yang ada di dalam diri individu. 

                                                           
24Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik, Terj. An Introduction to the Work of 

Pierre Bourdieu: The Practice Theory (Malang:UMM Press, 2007), h.1. 
25Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik, , h.4. 
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Bourdieu melihat bahwa konsep oposisi agensi vs struktur tidak memadai untuk 

mejelaskan realitas sosial. Praktik sosial tidak begitu saja dijelaskan sebagai 

produk dari struktur atau agensi sebagai subjek. Penjelasan relasional yang 

menunjukkan dinamika hubungan antara agensi dan struktur diperlukan untuk 

menemukan hubungan saling mempengaruhi yang tidak linier diantara keduanya.26 

Bourdieu menentang pandangan Cartesian yang membedakan secara jelas 

antara subjek dengan dunia luar, begitu juga agensi dan sruktur. Keduanya saling 

terkait dan saling mempengaruhi dalam suatu proses kompleks untuk 

menghasilkan praktik social. Pada pandangan Bourdieu struktur objektif 

merupakan pengaruh marxisme yang menjadi dasar pandangan Bourdieu 

mengenai fenomenologi. Sedangkan struktur subjektif merupakan pengaruh 

fenomenologi yang mendasari pandangan Bourdieu mengeai Marxisme. Dasar 

Marxisme modern yang diambil Bourdieu menekankan pada factor ekonomi 

sebagai struktur yang membentuk manusia dan mengabaikan subjektivisme 

manusia sebagai agen. Dan pemikiran dasar dari fenomenologi yang diambil 

Bourdieu didasarkan pada pertentangannya terhadap poposisi kehendak. 

Fenomenologi cenderung menempatkan manusia sebagai subjek penentu dengan 

kesadarannya dan menganggap sepi pengaruh realitas social yang tampil sebagai 

struktur objektif . Bourdieu melihat struktur objektif sebagai bebas dari kesadaran 

dan kemauan agen yang mampu membimbing dan mengendalikan praktik mereka. 

                                                           
26Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik, , h.4-6  



20 
 

Bourdieu juga menerima pemikiran konstruktive yang dapat menjelaskan asal-usul 

pola prespektif pemikiran dan tindakan maupun struktur social.27 

Bourdieu memusatkan perhatiannya pada hubungan dialektika antara 

struktur objektif dan fenomena subjektif yang teraplikasikan melalui praktik. 

Bourdieu melihat praktik social sebagai hasil hubungan dialektika antara struktur 

dan keagenan. Praktik tidak ditentukan secara objektiv dan bukan merupakan hasil 

dari kemauan yang bebas. Alasan Bourdieu memusatkan perhatian pada praktik 

adalah untuk menghindarkan dari pemikiran yang sering tidak relevan yang ia 

hubungkan dengan objektivisme dan subjektivisme. Menurut Bourdieu aktor akan 

merasa berdasarkan posisinya didalam ruang social dan membangun kehidupan 

social adalah penting sebagai kajian sosiologi. Namun persepsi dan konstruksi 

yang terjadi didalam kehidupan social digerakkan dan dikendalikan oleh struktur. 

Analisis struktur objektif menurut Bourdieu tidak dapat dipisahkan dari analisis 

asal usul struktur mental aktor individu, begitu juga dengan struktur social yang 

tidak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur social itu sendiri.28 

Proposisi-Proposisi 

1. Ranah Dan Ruang Sosial 

Ranah selalu didefinisikan sebagai system relasi objektif kekuasaan yang 

terdapat diantara posisi social yang berkorespondensi dengan system relasi 

objkektif yang terdapat diantara titik-titik simbolik antara lain karya seni, 

                                                           
27Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal = Praktik, , h.6. 
28Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal = Praktik, , h..8.  
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manifesto artistic, deklarasi politik dan sebagainya. Struktur ranah didefinisikan 

pada suatu momen tertentu oleh keseimbangan antara titik-titik ini dan antara 

modal yang terbagi. Ranah digunakan dalam peristiwa tertentu sebagai upaya 

untuk mengidentifikasikan struktur dan berbagai penggunaan ranah sebagai 

metode yang mengkonstruksi penelitian. Di dalam “Outline of Theory of 

Practice“ (1977) atau “Homo Academicus” (1988) ranah mengidentifikasikan 

arena perjuangan pada ranah intelektual Paris, ranah sastra, ranah selera artistic 

dan sebagainya.29 

Bourdieu mencoba memberikan contoh ranah yang digambarkan di dalam 

analisnya tentang pendidikan tinggi di Prancis. Dimana penggambaran ranah 

ada pada seluruh fakultas, grande ecole, petite ecole dan sekolah-sekolah tinggi 

teknik. Aspek utama yang mengkarakteristikkan seluruh institusi ini dan juga 

mahasiswa yang beserta aspirasi yang mereka miliki tentang pendidikan 

merupakan integrasi antara praktik pendidikan dan struktur objektif. Mahasiswa 

Paris berhadapan dengan berbagai prospek kerja yang sangat bergantung pada 

kualitas gelar mereka dan pada peringkat sebagai simbolik dan objektif sekolah 

tersebut di dalam ranah pendidikan. Sehingga ranah bukanlah suatu konstruksi 

teoritis yang diberlakukan secara apriori, tetapi suatu konstruksi yang hanya 

dapat ditentukan melalui riset empiris dan penelitian etnografis.30 

                                                           
29Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal = Praktik, , h..10-11. 
30Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal = Praktik, , h.11.  
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Ruang social sebagai bentuk dari ranah memandang realitas social 

sebagai topologi (ruang) yang terdiri dari beragam ranah yang memiliki 

sejumlah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ruang social hendaknya 

dilihat pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi sebagai sebuah ranah kekuatan. 

Ide mengenai ruang social tidak dapat dipaksakan secara apriori melainkan 

harus dimengerti dari pengamatan empiris, coraknya yang tepat, dan 

konfiguirasi kekutan – kekuatannya yang diperoleh dari bukti yang tersedia.31 

2. Habitus 

Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas 

social. Habitus juga merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari 

pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur 

objektif yang ada di dalam ruang social. Habitus di indikasikan sebagai skema-

skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realitas 

social. Dalam perjalanan hidupnya manusia memiliki skema yang 

terinternalisasi dan melalui skema-skema itu mereka mempersepsi, memahami 

menghargai serta mengevaluasi realitas social. Berbagai skema tercakup 

didalam habitus seperti konsep ruang, waktu, baik-buruk, sakit-sehat, untung-

rugi, berguna-tidak berguna, benar-salah, atas-bawah, depan-belakang, kiri-

kanan, indah-jelek, terhormat-terhina. Skema tersebut diwujudkan didalam 

istilah sebagai hasil penamaan. Skema tersebut membentuk struktur kognitif 

                                                           
31 Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal = Praktik, , h.12. 
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yang memberi kerangka acuan sebuah tindakan kepada individu di dalam setiap 

keseharian mereka.32 

Skema tersebut diatas dapat dicontohkan dengan skema “sakit” yang 

merujuk pada suatu kondisi fisik yang tidak menyenangkan yang dialami oleh 

manusia. Karena sakit tidak menyenangkan maka tindakan manusia harus 

diarahkan untuk menghindarinya, termasuk menghindari orang-orang yang 

mungkin menyebabkan munculnya kondisi sakit. Contoh yang lain misalnya 

skema “pendidikan” merujuk pada cara terbaik untuk meningkatkan kualitas 

hidup menjadi lebih baik di dalam masyarakat. Oleh karena itu kualitas hidup 

yang menyenangkan dan menguntungkan, maka pendidikan itu baik, sehingga 

tindakan-tindakan yang mengarahkan individu pada perolehan pendidikan itu 

perlu dilakukan.33 

Habitus juga dapat dikatakan sebagai ketidaksadaran cultural yakni 

pengaruh sejarah yang tidak disadari dianggap alamiah. Oleh karena itu habitus 

bukanlah pengetahuan ataupun ide bawaan. Habitus adalah produk sejarah yang 

terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam 

ruang dan waktu teretentu. Habitus menurut Bourdieu merupakan hasil 

pembelajaran melalui pengasuhan aktivitas bermain, belajar, dan pendidikan 

masyarakat di dalam arti luas. Pembelajaran yang dilakukan terkadang tidak 

kita sadari dan secara halus dan tampil sebagai sesuatu yang wajar, sehingga 

                                                           
32Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik, , h.13.  
33Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik, , h.14.  
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akan kelihatan alamiah atau berasal dari sananya. Habitus juga mencakup 

pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai dunia yang memberikan 

konstribusi tersendiri pada realitas dunia itu. Habitus juga berubah-ubah yang 

mengupayakan adanya kompromi dengan kondisi material. Hal ini akan 

memberikan konstribusi baru untuk membangun sebuah prinsip baru untuk 

memunculkan sebuah praktik di dalam individu.34 

Bourdie menekankan bahwa habitus adalah konstruksi perantara bukan 

konstruksi yang mendeterminasi. Habitus juga merupakan sebuah sifat yang 

tercipta karena kebutuhan. Habitus berhubungan dengan harapan-harapan 

dalam kaitannya dalam bentuk modal yang secara erat diimbangi dengan 

berbagai kemungkinan obyektif. Habutus secara erat dihubungjkan dengan 

modal karena sebagian habitus tersebut yang berupa fraksi social dan budaya 

berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal. Dan pada kenyataannya ia 

menciptakan sebentuk modal simbolik didalam dan dari diri mereka sendiri.35 

3. Modal 

Modal menurut Bourdieu mempunyai definisi yang sangat luas, dan 

mencakup hal-hal material yang dapat memiliki nilai simbolik dan signifikansi 

secara cultural. Misalnya Prestise, status dan otoritas yang dirujuk sebagai 

modal simbolik serta modal budaya yang didefinisikan sebagai selera bernilai 

budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya juga dapat berupa seni, bahasa 

                                                           
34Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik, , h.15.  
35Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal = Praktik, , h.15.  
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dan pendidikan. Menurut Bourdieu modal sebagai relasi social yang terdapat 

didalam suatu system pertukaran baik material maupun symbol tanpa adanya 

perbedaan.36 

Modal mesti ada didalam sebuah ranah. Di dalam rumusan generatif 

Bourdieu diejalaskan tentang keterkaitan antara habitus, modal, ranah yang 

bersifat langsung. Dimana nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan 

berbagai karakteristik social dan cultural habitus. Dalam hal ini Bourdieu juga 

memandang modal sebagai basis dominasi yang dapat dipertukarkan dengan 

jenis modal yang lainnya. Penukaran yang paling hebat menurut Bourdieu 

adalah pertukaran simbolik, karena dalam bentuk inilah bentuk modal yang 

berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Contoh yang 

jelas untuk menggambarkan penjelasan mengenai modal diatas adalah 

penggunaan kekuasaan sebagai modal simbolik untuk mewakili pendapat 

umum mencoba mempresentasikan dunia social melalui penggunaan hukum 

yang bertujuan untuk memberikan negara sebuah jaminan dalam segala bentuk 

nominasi resmi. Dan pada akhirnya akan memberikan sebuah identitas yang 

resmi. Identitas ini akan dapat memunculkan pengidentitasan baru tentang 

modal ekonomi dan budaya.37 

 

 

                                                           
36Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal = Praktik, , h.16  
37Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik, , h.16-18.   
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4. Praktik 

Diskusi tentang modal menghantarkan Bourdieu untuk memikirkan 

tentang praktik sebagai rumusan hasil secara luas yang dapat di 

konseptualisasikan baik dalam kerangka individu maupun berbagai kelas. 

Pandangan Bourdieu mengenai metode generatifnya tersebut didasarkan pada 

presentasi timbal balik antara struktur objektif dan subjektif. Sebagai sebuah 

dialektika, hal ini merupakan sebuah upaya untuk keluar dari kebuntuan 

perdebatan struktur dan agensi di dalam ilmu social. 

Rumusan generatif yang dikemukakan oleh Bourdieu mampu memodifikasi 

efek-efek di dalam ranah-ranah yang berbeda, sekaligus mendatangkan hasil 

praktek yang secara relatif tidak terduga oleh para agen individual. 38 

Praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk 

sejarah dan ranah yang juga merupakan produk negara. Pada saat bersamaan, 

habitus dan ranah juga merupakan produk dari medan daya – daya yang ada di 

masyarakat. Dalam suatu ranah ada pertaruhan, kekuatan- kekuatan serta orang 

yang memiliki banyak modal dan orang yang tidak memiliki modal. 39 

C. Modalitas 

Penulis menganalisis modalitas kekuasaan menggunakan teori Bourdieu. 

Bourdieu mengartikan ranah pilitik sebagai arena pertarungan simbolik para agen 

                                                           
38Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik,  h.18.   
39 Pipit Maizier, (Habitus x Ranah) + Modal =Praktik,  h.xx 
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dalam menguniversalkan pandangan tertentu mengenai dunia sosisal.40 Dalam hal 

ini kekuatan adalah upaya aktor-aktor sosial dominan dalam menerapkan suatu 

makna sosial dan representasi dari realitas yang diinternalisasikan aktor lain 

sebagai sesuatu yang alami dan absah. Kekuatan simbolik berfungsi sebagai 

kekuatan yang menstrukturkan dunia sosial. Kekuatan simbolik dapat 

menstrukturkan realitas atau membangun sebuah tatanan dunia sosial tertentu. 

Bourdeu merumuskan politik sebagai kekuatan simbolik dari politisi untuk 

mengabsahkan pandangan tertentu mengenai dunia sosial. Pertarungan politik 

hemat Bourdeu merupakan sebuah perjuangan kognitif zang secara praktis dan 

teoritis bersentuhan dengan kekuatan untuk menunjukkan pandangan yang sah 

mengenai dunia sosial yaitu kekuatan untuk menciptakan realitas dengan cara 

mempertahankan atau mengubah kategori-kategori yang mana melaluinya para 

agen memahami dan mengonstruksi dunia. Politik sebagai upaya para agen sosial 

memaksakan persepsi tertentu mengenai dunia sosial tampak dalam kemampuan 

untuk mewujudkan sesuatu kedalam pernyataan eksplisit mengenai kegelisahan, 

kecemasan, harapan dan keusahaan individu atau sekelompok orang.41 

Perjuangan politik yang berjalan dalam logika kekuatan politik simbolik 

amat bergantung pada dua faktor: pertama, layaknya sebuah tindakan performatif, 

kekuatan simbolik harus berakar pada kepemilikan sejumlah modal simbolik. 

                                                           
40Richard Jenkins, “Pierre Boudieu Routledge”, Terj.“Membaca Pikiran Pierre Bourdieu”, 

Bantul : Kreasi Wacana, 2016. h.124-125. 
41Pierre Boudieu, Languange and Simbolik Power”, Dalam Venan Haryanto. “Ranah Politik 

Menurut Pierre Bourdieu”, Ladero: Maumere, 2014. h.76  
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Kekuatan untuk mempengaruhi pikiran orang lain keterbagian dari dunia sosial 

yang amat bergantung pada otoritas pembicara. Dalam hal ini modal simbolik 

adalah kekuatan berupa sebuah pengakuan yang diberikan kepada pembicara/ 

spokesperson untuk berbicaraatas nama kolektivitas individu tertentu. Modal 

sosial simbolik adalah kekuatan untuk menciptakan group politik dengan 

memanfaatkan efek mobilisasi. Kedua, Efektivitas persepsi simbolik sangat 

bergantung pada sejauh mana persepsi tersebut didasarkan pada realitas. Tepatnya 

kontruksi pada suatu group. Keberhasilan sebuah persepsi simbolik sangat 

bergantung pada penyesuaian obyektif antara pihak dikontruksi dengan persepsi 

sosial atasnya. Dengan demikian, perjuangan perjuangan politik adalah bentuk 

perjuangan yang berusaha mengangkat atau menyembunyikan kebenaran apiori 

yang telah ada sebelumnya.42 

Modalitas Dalam Kontestasi Politik43 

Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, juga 

sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, elit-elit/aktor-aktor 

sosial politik dan ekonomi untuk pemenangan pemilu. 

1. Modal politik yaitu dukungan politik berupa kepemilikan jabatan-jabatan 

politis serta dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan adanya tim sukses 

yang solid.  

                                                           
42Pierre Boudieu, Languange and Simbolik Power”, Dalam Venan Haryanto. “Ranah Politik 

Menurut Pierre Bourdieu”. h.77-79  
43Richard Jenkins, “Pierre Boudieu Routledge”, Terj.“Membaca Pikiran Pierre Bourdieu”, 

Bantul : Kreasi Wacana, 2016. h.150-156 
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2. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya 

kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya 

jaringan-jaringan yang mendukung.  

3. Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu 

berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan 

penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye untuk pemenangan 

pemilukada.  

D. Social Kapital (Modal Sosial) 

Fukuyama mendefenisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai atau 

norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu 

kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama dianatara mereka. Tetapi 

bagi fukuyama, meminjam sebuah istilah dengan menyepakati defenisinya tidak 

serta merta harus menelan bulat-bulat segala dimensi pemahaman dari defenisi 

itu.44  

Social Kapital adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di 

dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa 

dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, 

demikian juga kelompok-kelompok masyarakat yang paling besar, negara dan 

dalam seluruh kelompok lain yang ada diantaranya. Social kapital berbeda dengan 

bentuk Human Capital lain sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui 

                                                           
44Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, 

(Penerbit Qalam : Yogyakarta, 2002), h.xii 
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mekanisme-mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. 45 

Social Capital merupakan tempat meleburnya kepercayaan dan faktor yang sangat 

penting bagi kesehatan ekonomi sebuah negara, yang bersandar pada akar-akar 

kultural. 46 

E. Teori Kekuasaan 

Robson merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan tentang 

kekuasaan. Di rumuskan, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian 

pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, 

melaksanakan kekuasaan, dan mempengaruhi pihak lain.47 

Secara umum, Kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku lain 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan 

keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. 48 

Robert M. Mac Iver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk 

mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan 

memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala 

alat dan cara yang tersedia.49 

Menurut Robert A. Dahl ‘’kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan 

untuk memengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada 

                                                           
45Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, 

h.37  
46Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, 

h.37 
47Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT.Grasindo, 1992), h.5  
48Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik : Historitas, Kontekstualitas dan integrasi 

keilmuan dalam ilmu politik, (Gowa: Laboratorium UIN Alauddin Makassar, 2015), h.35. 
49 Muslim Mufti, “Teori-teori Politik,  Bandung : Pustaka Setia, 2012. h.53  
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pihak lain’’. “Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok 

orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang 

lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya 

orang itu enggan melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah 

syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk 

mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang memengaruhi. 50 

Kekuasaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu :51  

1. Dari kedudukan 

Kedudukan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atau 

sekelompok orang karena yang bersangkutan menduduki posisi tadi. Semakin 

tinggi kedudukan maka akan semakin besar pula kekuasaan yang berada pada 

genggaman orang yang menduduki posisi tersebut. 

2. Dari kepercayaan 

Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan karena yang 

bersangkutan memang dipercaya untuk memilikinya atas dasar kepercayaan 

yang dianut masyarakat. Kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan hanya 

muncul di masyarakat di mana anggota-anggotanya mempunyai kepercayaan 

yang dimiliki pemegang kekuasaan. 

Kekuasaan bisa diperoleh dari kekerasan fisik (misalnya, seorang Polisi 

dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi 

                                                           
50Robert A Dahl, Modern Political Analysis,  Jakarta: CV Bumi Aksara, 1994. h.29  
51Andrain, Charles F. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Tiara Wacana : 

Yogyakarta. h.22-24 
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persenjataan polisi lebih kuat); pada kedudukan (misalnya, seorang komandan 

terhadap bawahannya, seorang atasan dapat memecat pegawainya); pada 

kekayaan (misalnya seorang pengusaha kaya dapat memengaruhi seorang 

politikus melalui kekayaannya); atau pada kepercayaan (misalnya, seorang 

pendeta terhadap umatnya) 52. Namun perlu diketahui bahwa Politik tidak 

hanya dipersepsi sebagai seni memperebutkan kekuasaaan, tetapi didalamnya 

ada muatan dan nilai edukatif.53 

F. Kepemimpinan 

Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung pada sudut 

pandang atau perspektif-perspektif dari para peneliti yang bersangkutan, 

misalnya dari perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling 

menarik perhatian mereka. Stogdill menyimpulkan bahwa terdapat hampir sama 

banyaknya definisi tentang kepemimpinan dengan jumlah orang yang telah 

mencoba mendefinisikannya. Lebih lanjut, Stogdill menyatakan bahwa 

kepemimpinan sebagai konsep manajemen dapat dirumuskan dalam berbagai 

macam definisi, tergantung dari mana titik tolak pemikirannya. Misalnya, 

dengan mengutip pendapat beberapa ahli. Adapun berikut ini beberapa definisi 

kepemimpinan, antara lain:54 

                                                           
52Mirriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008.  

h.36. 
53Agus Nuryatno, “Mazhab Pendidikan Kritis”,  Yogyakarta: Resist Book, 2011.  h.50. 
54Buchari, Zainun. Manajemen dan Motivasi, Jakarta: Balai Aksara, 2000. h.83-85 
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a. Menurut George, Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi 

orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan 

kelompok. 

b. Menurt F. Massarik, Kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang 

terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah 

tercapainya sesuatu tujuan.  

c. Menurut Rauch dan Behling, Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian 

tujuan (Rauch dan Behling). 

Kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak 

zaman dahulu dimana orang-orang berkumpul bersama dan bekerja bersama 

untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Sejak itulah terjadinya kerjasama 

antar  manusia di dunia dan munculnya unsur kepemimpinan. Kepemimpinan 

merupakan suatu proses mempengaruhi perilaku yang menjadi panutan 

interaksi antar pemimpin dan pengikut serta pencapaian tujuan yang lebih riil 

dan komitmen bersama dalam pencapaian tujuan dan perubahan terhadap 

budaya organisasi yang lebih maju. Kepemimpinan juga sering dikenal sebagai 

kemampuan untuk memperoleh konsensus anggota organisasi untuk melakukan 

tugas manajemen agar tujuan organisasi tercapai.55 

                                                           
55Thoha, M, Kepemimpinan Dalam Manajemen. (Jakarta: Grafindo Persada, 2006),  h.51 
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Ada empat macam gaya kepemimpinan yang lazim digunakan, yaitu: 56 

a. Kepemimpinan Demokrasi, adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

menitikberatkan kepada kemampuan utnuk menciptakan kepercayaan.  

b. Kepemimpinan Diktator atau Otokrasi, adalah suatu gaya kepemimpinan 

yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya 

yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk mengumpulkan 

kepentingan pribadinya dan atau golongannya dengan kesediaan untuk 

menerima segala risiko apapun.  

c. Kepemimpinan Paternalistik, adalah bentuk antara gaya demokrasi dan 

diktator. Yang pada dasarnya kehendak pemimpin yang harus berlaku. 

Namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokrasi.  

d. Kepemimpinan Free Rein atau Laissez Faire yakni salah satu gaya 

kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijaksanaan 

pengoperasian kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada 

ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Pimpinan disini hanya 

sekedar mengawasi dari atas dan menerima laporan kebijaksanaan 

pengoperasian yang telah dilaksanakan oleh bawahannya.  

Seorang pemimpin yang otokratis adalah seorang pemimpin yang 

senantiasa menganngap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikkan 

tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat 

                                                           
56Hadari Nawwawi,Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Gadja Mada University 

Press, 2001), h. 46. 
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semata-mata, tidak menerima kritik, saran dan pendapat, serta senantiasa 

menggunakan pendekatan dengan unsur paksaan dan bawahan. Siagian 

mengemukakan sifat – sifat pemimpin yang otokritas atau otoriter tersebut yang 

demikian saat ini sudah di pandang tidak tepat lagi untuk suatu organisasi 

modern dimana hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus di 

hormati.57 

G. Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57Siagian , S.P. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997. h.42 

KEKUASAAN MODALITAS 

1. Ranah 

2. Habitus 

3. Modal 

1. Modal Politik 

2. Modal Sosial 

3. Modal Ekonomi 
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KEPALA DESA 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitan  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan 

perilaku yang diamati.58 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran yang lebih akurat dan 

mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.  

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dengan 

mengambil objek lokasi penelitian di Desa Wage.  

C. Tipe dan Dasar Penelitian 

1. Tipe penelitiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yan menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang 

diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini 

dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih 

akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji. 59 

 

                                                           
58Torang Syamsir, Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi. h. 143-147. 
59Lisa, Harrison, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2009). h.102. 
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2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu 

dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel 

yang dianggap representatif.60 

D. Jenis Data 

Adapun sumber data yaitu dengan membaca buku, dan media informasi lain 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.61 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan 

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi, pemilihan 

informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada 

asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia 

memberikan informasi lengkap dan akurat. Dalam penelitian kualitif tidak 

dipesoalkan jumlah informannya tetapi tergantung dari tepat tidaknya pemilihan 

informasi kunci. Dengan demikian peneliti memilih informan menurut kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria harus sesuai dengan topik penelitian. 

Pemilihan informan didasarkan atas pertimbangan bahwa semua informan 

mengetahui dan mau mengeluarkan pernyataan yang jujur sesuai fakta yang 

ada. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kepala Desa Wage 

                                                           
60Lisa, Harrison, Metodologi Penelitian Politik ,.  h.102-103 

61Safiruddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004). h.76 
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b. Staf desa  : 4 Orang 

c. Kepala Dusun  : 1 Orang 

d. Masyarakat  : 6 Orang 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data 

primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu 

mangungkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari 

catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek atau permasalahan 

yang diteliti seperti buku-buku literature, jurnal majalah atau koran, dan 

sebagainya. 

E. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan - 

bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, 

maupun informasi yang sifatnya dapat dipercaya dan sesuai kenyataan yang ada. 

Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut : 62  

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti atau 

Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

Cara observasi yang paling efektif adalah melengkapinya dengan pedoman 

observasi/ pedoman pengamatan seperti format atau blangko pengamatan. 

                                                           
62Burhan bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (jakarta: kencana, 2009), h. 108 
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Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi. Setelah itu, peneliti sebagai seorang pengamat 

tinggal memberikan tanda cek ceklis pada kolom yang dikehendaki pada format 

tersebut.Orang yang melakukan pengamatan disebut pengamat 

2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang 

diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). Tujuan dari 

wawancara adalah untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana 

informan terlibat pada lingkungan sosial perusahaan dalam waktu yang relatif 

lama. 

3. Dokumentasi, yaitu tehnik pengambilan gambar/ data, teknik ini bertujuan 

melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan.63 Metode 

analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif,dengan model 

analisis interaktif. 

                                                           
63Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), h. 223 
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Ada tiga komponen pokok dalam analisis data dengan model interaktif, 

yakni :64 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun 

untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam 

penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data 

kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik 

dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada 

tahapan penelitian kualitatif selanjutnya. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana 

data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai 

hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. 

 

                                                           
64Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, ... h.223-228   
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Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah 

siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal in dimaksudkan 

untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan 

rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan 

pengertian penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan 

dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan 

batas-batas wilayah yang berhubungan dengan penelitian.  

1.  Gambaran Kabupaten Wajo 

a. Keadaan Geografis 

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam 

ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya 

Sengkang, dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Wajo terletak antara 3039” lintang selatan dan 119053” - 

120027” bujur timur. Luas Wilayah Kabupaten Wajo ± 2.506,19 Km²  

(250.619 Ha) atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 

dengan wilayah yang berbatasan dengan :65 

Sebelah Utara : Kab. Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang 

Sebelah Timur : Teluk Bone 

Sebelah Selatan : Kab. Soppeng dan Kab. Bone 

Sebelah Barat : Kab. Soppeng dan Kab. Sidrap 

                                                           
65PPSP Wajo, “Buku Putih Sanitasi BPS Kab. Wajo”., h.18 
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Dalam hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2007 

Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 Kecamatan, yang di dalamnya terbentuk 

wilayah-wilayah yang lebih kecil, Secara keseluruhan terbentuk 48 wilayah 

yang berstatus kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus desa yang dapat 

dilihat dalam tabel berikut :66 

Tabel 1.1 

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo 

No Kecamatan Desa Kelurahan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

Sabbangparu 

Tempe 

Pammana 

Bola 

Takkalalla 

Sajoanging 

Penrang 

Majauleng 

Tanasitolo 

Belawa 

Maniangpajo 

Gilireng 

Keera 

Pitumpanua 

 

12 

- 

13 

10 

11 

6 

9 

14 

15 

6 

5 

8 

9 

10 

 

3 

16 

2 

1 

2 

3 

1 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

4 

 
JUMLAH 128 48 

 

                                                           
66Wajo, Badan Pusat Statistik Kabupaten  Wajo. 2007  
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b. Keadaan Alam dan Iklim 

Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai 

daerah yang terbaring dengan posisi “Mangkalungu ribulu`e, Massulappe 

Ripottanangng`e, Mattodang Ritasi`e” yang artinya Kabupaten Wajo 

memiliki tiga dimensi utama, yaitu : 

1) Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke 

Utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan 

Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah hutan tanaman industry, 

perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente, serta pengembangan ternak. 

2) Tanah daratan rendah yang merupakan hamparan sawah dan 

perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah, dan barat. 

3) Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang 

sepanjang pesisir pantai Teluk Bone. Disebelah timur merupakan wilayah 

potensial yang digunakan untuk pengembangan perikanan budi daya 

tambak. Selain itu Kabupaten Wajo juga mempunyai potensi sumber air 

yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang terdapat di 

sungai-sungai besar (Sungai bila, Walennae, Gilireng, dan Awo) yang 

ada. Sungai ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengairan dan penyediaan air bersih. 
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Dari luas wilayah Kabupaten Wajo 2.506,19 km2, penggunaan untuk 

sawah 86.142 hektar (34,37%) dan 164.477 hektar (65,63%) lainnya adalah 

lahan kering (non-sawah). Data Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 

bahwa penggunaan lahan untuk pertanian di Kabupaten Wajo, terbesar 

kedua setelah Kabupaten Bone. Dari keseluruhan luas lahan sawah, 

mayoritas sawah diairi secara tadah hujan (65.083 hektar), sedangkan 

sisanya adalah pengairan tekhnis (7.950 hektar), dan pengairan setengah 

teknis (587 hektar). Untuk lahan kering, penggunaan terbesar adalah untuk 

tanah tegal, kebun, ladang dan huma (52.935 hektar), sisanya adalah lahan 

perkebunan (25.414 hektar), penggembalaan /padang rumput 13.414 hektar 

(8,16%), pekarangan beserta tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya 

12.036 hektar (7.32%), tambak 10.203 hektar (6.21%), tanah tanaman kayu-

kayuan hutan rakyat 9.048 hektar (5.51%), hutan negara 8.868 hektar 

(5.40%), tanah yang sementara tidak digunakan 6.068 hektar (3.69%), rawa-

rawa yang tidak ditanami 3.389 hektar (2.06%), kolam/tebat/empang 1.740 

hektar (1.06%), dan 21.207 hektar digunakan untuk berbagai kepentingan 

lainnya.  

c. Kondisi Penduduk 

Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo 

terbilang cukup padat penduduknya, sebab Kabupaten Wajo yang terkenal 

dengan arus perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama 

di bidang perdagangan dan industry kerajinan yang berbahan dasar sutera 
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sehingga mampu menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau 

berinvestasi dan mengadu keberuntungan di daerah ini. 

Keadaan penduduk Kabupaten Wajo berdasarkan data tahun 2008 dari 

Kantor Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum berjumlah 383.504 

orang. Penduduk yang paling padat terletak di Kecamatan Tempe yang 

merupakan tempat ibu kota kabupaten dengan jumlah 62.038 jiwa dan daerah 

yang jumlah penduduknya dengan jumlah yang sedikit dibandingkan daerah 

lain terdapat di Kecamatan Gilireng dengan jumlah 11.074 jiwa. Tidak 

meratanya pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan dan masyarakat 

lebih terpusat pada ibukota disebabkan antara lain kawasan kota dalam hal 

ini di Kecamatan Tempe masih tersedia lahan yang cukup luas untuk menjadi 

daerah hunian masyarakat, disatu sisi kawasan ini dilengkapi prasarana yang 

cukup berkembang sehingga mendorong sebahagian penduduk terutama 

yang berpenghasilan menengah ke bawah utnuk bertempat tinggal di 

kawasan ini. Kecepatan perkembangan kehidupan di ibukota mampu 

membantu perbaikan hidup dibandingkan dengan perkebangan di desa, 

sehingga banyak masyarakat luar kota dating ke ibukota kabupaten untuk 

mencoba memperbaiki tingkat pendidikan dan kehidupannya di ibukota 

kabupaten tepatnya di Kecamatan Tempe. 

Kondisi ini diharapkan sesuai dengan perencanaan pembangunan 

daerah yang ada, pola penyebaran penduduk dan tingkat fasilitas tidak hanya 

terkonsentrasi di kawasan kota saja, akan tetapi menyebar keseluruh bagian 
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kecamatan dan kabupaten sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan tidak 

berpusat pada satu titik saja.  

2. Gambaran Desa Wage 

a. Kondisi Geografis 

Desa Wage secara administratif merupakan salah satu desa dari 12 

Desa (Benteng Lompoe, Bila, Liu, Mallusesalo, Pallimae, Pasaka, 

Salotengnga, Tadangpali, Ugi, Ujung Pero, Wage, Worongnge) dan 3 

Kelurahan (Sompe, Talotenreng, Walenna) yang berada dalam wilayah 

Kecamatan Sabbangparu. Desa Wage terdiri dari 2 Dusun yaitu, dusun 

Caleko Orai Salo dan dusun Caleko Alau Salo dengan luas sesuai komposisi 

berikut ini: 

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Desa Wage 

Nama Dusun Luas (Km²) 

Caleko Orai Salo 2,75 

Caleko Alau Salo 6,23 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas keselurahan dari 

Desa Wage adalah 8,98 Km². Desa Wage adalah salah 

satu desa di Kecamatan Sabbangparu yang secara geografis, wilayah tersebut 

berbatasan dengan : 67 

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa pasaka  

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujung Pero 

                                                           
67Desa Wage, Buku Profil Desa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sabbang_Paru,_Wajo
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Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarahan Sompe  

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lampulu pinna  

b. Gambaran Demografis 

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama jumlah 

penduduk, struktur dan perkembangannya. Berikut ini gambaran demografi 

dari desa wage.68  

1) Jumlah Penduduk 

Jumlah Penduduk Desa Wage sebanyak 1.669 jiwa, dengan komposisi 

tersaji dalam tabel berikut:69 

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Desa Wage 

Jenis Kelamin Dusun A Dusun B Jumlah 

Laki-laki 166 508 674 

Perempuan 139 551 690 

Anak-anak 70 235 305 

Jumlah Jiwa 375 1.294 1.669 

 

2) Keagamaan Penduduk 

Kualitas keimanan dan ketaqwaan suatu masyarakat salah satunya di 

tandai dengan tersedianya sarana dan prasarana ibadah yang cukup 

refresentatif. Demikian halnya dengan masyarakat desa Wage tingkat 

pemahaman dan keimanan serta ketaqwaan cukup baik, hal ini di tunjang 

dengan ketersediaan fasilitas tempat ibadah berupa mesjid sebanyak 3 

                                                           
68Dokumen RPJM Desa Wage, tahun 2015-2020  
69 Dokumen RPJM Desa Wage tahun 2015-2020 
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(tiga) unit di masing-masing dusun. Selain itu, dari hasil pengamatan 

peneliti penduduk desa wage semua memeluk Agama Islam.  

3. Kepala Desa Wage 

a. Riwayat hidup Kepala Desa Wage 

Abdul Jabir, Lahir di Lampajo pada 31 Desember 1965 dari pasangan 

suami istri yang bernama Mancong dan Hj.Dahriah dengan pekerjaan 

sebagai seorang petani. Adapun riwayat pendidikan beliau yaitu:  

 SD 76 Caleko pada tahun 1975-1981  

 SMP 113 Salojampu pada tahun 1981-1984  

 SMA 226 Sengkang pada tahun 1984 - 1987  

Yang kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yaitu di kampus 

Pattabaringang pada tahun 2009 - 2013 dengan mengambil konsentrasi pada 

ilmu sosial hingga meraih gelar S.Sos.  

Sejak menempuh pendidikan beliau adalah seseorang yang patuh 

terhadap aturan walaupun kecerdasannya tidak terlalu menonjol. Setelah 

menyelesaikan pendidikan di bangku perguruan tinggi, beliau memulai karir 

dengan bekerja di Puskesmas mulai tahun 1987-2006. kemudian, pada tahun 

2006-2008 beliau bekerja di sekretariat daerah bagian otonomi desa. Dan 

mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin desa wage 

yaitu mulai tahun 2009 hingga saat ini di periode kedua kepemimpinan 

beliau 
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b. Perolehan suara.  

Abdul Jabir adalah seorang pemimpin yang telah mendapat 

kepercayaan penuh oleh masyarakat Wage, ini terbukti atas keberhasilannya 

melanggengkan kekuasaannya. Beliau telah menjabat sebagai kepala desa 

wage selama dua priode. Berikut ini tabel perolehan suara beliau pada 

pemilahan kepala desa periode pertama.70  

Tabel 3.1 

Perolehan Suara 

Pemilihan Desa Periode 2009-2013 

No Nama Suara 

1 Abdul Jabir S.sos 465 

2 Drs. Rahman Osin 211 

3 Abdul Latif 130 

4 Sultan Tombong 135 

 

 Pada waktu periode pertama pemilihan kepala desa beliau bersaing 

dengan tiga kandidat dan berhasil unggul dengan suara terbanyak yaitu  465 

suara. selanjutnya, setelah masa jabatan selesai beliau kembali menjadi 

kandidat calon kepala desa wage, berikut ini tabel perolehan suaranya:71  

 

Tabel 3.2 

Perolehan Suara 

Pemilihan Desa Periode 2014-2018 

No Nama Suara 

1 Abdul Jabir S.sos 625 

2 A.Budiawan 250 

 

                                                           
70Draf Dokumen DesaWage 
71Draf Dokumen DesaWage 
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Pada priode selanjutnya pemilihan kepala desa, Abdul Jabir kembali 

memenangkan pemilihan kepala desa dengan jumlah suara yang sangat  

meyakinkan yaitu 625 suara dengan  lawannya yang hanya bisa mendapat 

250 suara, kemenangan ini membuat Pak Jabir kembali duduk sebagai 

kepala desa Wage. 

B. Upaya Kepala Desa Wage dalam mengelola Modalitas Kekuasaan 

Pemilu merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial 

dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara 

terbanyak. Didalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang 

sama untuk menjadi calon kandidat dengan diberi kebebasan yang cukup besar 

untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, 

dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi 

di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan 

orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilu secara 

langsung pada kenyataannya berbeda-beda. 

Menurut Bourdieu, definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal 

material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang 

didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal 

budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan 

bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang 

terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala 

bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang 
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mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari 

dalam sebuah formasi sosial tertentu. 

Proses pemilu merupakan arena kontestasi politik dengan memilih orang dan 

kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pemilu 

manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para 

kandidat yang hendak mengikuti kontestasi didalam pemilu langsung, yaitu modal 

politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Calon kepala desa itu memiliki peluang 

besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar 

calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih 

sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian 

dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari 

salah satu faktor saja atau modalitas tertentu. 

Penetapan strategi pemenangan pemilu tidak hanya menyesuaikan kondisi 

pemilu itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga termasuk modalitas kandidat 

baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. Modalitas saling berkaitan dan 

sangat menentukan pemenangan, karena itu modalitas yang harus dimiliki 

kandidat dalam mengikuti kontestasi politik yaitu tidak hanya modal sosial 

kandidat tetapi juga berupa dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial 

politik dan ekonomi. 

Pada penelitian ini merupakan fokus pada teori modal politik, modal sosial 

dan modal ekonomi sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan 

mendalam. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, 
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juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor 

sosial politik dan ekonomi untuk pemenangan pemilu. Berikut 3 (tiga) modalitas 

yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pemilukada 

langsung, sebagai berikut : 

1) Modal politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat 

penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun 

lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau 

tidak dilakukannya. 72 

Menurut pandangan Foucault, kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk 

melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan 

dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling 

berinterkasi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang 

bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. 

Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi 

dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam 

bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara.73  

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau 

kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan 

yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang 

                                                           
72Sudirman Nasir, SBY antara modal politik dan modal simbolik, dalam 

http://pemilu.liputan6. com/kolom, download tanggal 29 September 2011, pukul 15.00 wib   

73Philpott, Simon, Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, LkiS 

Yogyakarta, 2003. h.205   
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diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi 

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.74 

Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan 

politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan 

pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Terkait dengan 

fokus penelitian yaitu kepala desa wage, jika dilihat dalam konteks modal 

politik beliau tidak memiliki modal tersebut dan modal politik tidak terlalu 

berpengaruh terhadap kemenangan beliau. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 

pernyataan beliau berikut ini ketika peneliti bertanya tentang modal politik:  

Sejak saya mulai berkarir, saya tidak pernah terjun di dunia politik 

terlebih saya tidak pernah menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan 

strategis yang mempunyai peran penting namun terkadang saya tetap 

berpengaruh terhadap di lingkungan masyarakat. Namun, sejak masih 

berkeluk di dunia pendidikan saya memiliki semangat dan jiwa 

kepemimpinan yang kuat terleih ketika saya aktif di organisasi 

keolahragaan.75 

 

Selain pernyataan dari Abdul Jabir di atas, berikut ini hasil wawancara 

dari salah satu masyarakat yang mendukung pernyataan di atas: 

Pak Jabir tidak penah berkeluk di dunia politik, setau saya jabatan 

terakhir yang beliau duduki sebelum menjabat sebagai kepala desa yaitu 

Sekretariat Daerah di bidang Otonomi Desa hal tersebut dapat menjadi 

bekal bagi beliau dalam memimpin di desa wage ini, selain itu beliau di 

hormati di dalam masyarakat sejak dulu hingga saat ini karena beliau 

mampu menyesuaikan diri di dalam masyarakat serta ramah. 76 

 

                                                           
74Mirriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik ,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008. 
75Abdul Jabir, Kepala Desa Wage, Wawancara, di  Desa Wage, tanggal 25 Agustus 2017. 
76Amiruddin M, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Wage, tanggal 11 September 

2017. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa modal politik tidak 

terlalu berpengaruh terhadap kemenangan Pak Jabir, Namun beliau memiliki 

hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga mendapat kepercayaan dari 

masyarakat. 

2) Modal sosial  

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari 

kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu 

darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan 

paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (human capital) 

sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti 

agama, tradisi atau sejarah.77 

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat 

pendidikan, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam masyarakat (tokoh agama, 

adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal 

sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan 

kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena 

kepercayaan.78  

Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan 

seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar 

                                                           
77Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, 

h.37 
78Jamaluddin Ancok, “Modal Sosial, dan Kualitas Masyarakat”, Pidato Pengukuhan Guru 

Besar UGM Yogyakarta, tanggal 3 Mei 2003. 
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kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan 

mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Seperti halnya yang di 

lakukan Abdul Jabir S.sos selaku Kepala Desa Wage dalam mengelola 

Modalitas Kekuasaan yang paling utama yaitu memperbaiki hubungan dengan 

masyarakat. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara berikut ini : 

Dari dulu saya selalu aktif dan berbaur di dalam masyarakat, bahkan 

selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan masyarakat di waktu 

senggang. Dan setelah saya terpilih dan dipercayai oleh mereka untuk 

menjadi pemimpin di desa ini hingga sekarang periode kedua saya 

semakin dekat dengan masyarakat sekitar.79 

 

Selain hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut, untuk mempertegas 

pernyataan di atas berikut ini wawancara dengan Masyarakat  

Pak Jabir sangat berjiwa sosial, walaupun beliau adalah pemimpin di desa 

ini namun hal tersebut tidak menjadi pembatas untuk berbaur dengan 

masyarakat. Hal tersebut terbukti dari sikap beliau yang ramah terhadap 

semua masyarakat bahkan beliau sering menyempatkan diri untuk 

berkumpul dengan masyarakat di waktu senggangnya.80 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nampak bahwa modal utama  Abdul 

Jabir dalam memperoleh kekuasaan serta kepercayaan dari masyarakat yaitu 

dengan memperbaiki hubungan dengan masayarakat, seperti halnya berbaur 

dalam kehidupan sehari-hari.  

3) Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” 

mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan 

uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, 

                                                           
79Abdul Jabir, Kepala Desa Wage, Wawancara, di Desa Wage, tanggal 25 Agustus 2017.  
80 Nur Ikhsan, Kepala Dusun ...., Wawancara, di Desa Wage, tanggal  07 September 2017. 
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spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal 

ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari 

partai yang dicalonkannya. 

Pada pemilu kepala desa tidak terlalu nampak terlihat dana yang 

digunakan tidak seperti pilkada, atau pun pemilihan legislatif yang tentu setiap 

kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas 

ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan 

pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. 

Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa dalam pemilihan kepala desa terdapat 

modal ekonomi. Terkait dengan fokus penelitian yaitu kepala desa wage, untuk 

melihat modal ekonomi dari beliau berikut ini hasil wawancara dari beliau dan 

staf: 

Pak Jabir lahir dari Keluarga sederhana hingga sekarang kehidupannya 

masih terlihat sederhana, walaupun mungkin beliau bisa saja hidup 

mewah apalagi setelah teerpilih menjadi pemimpin Desa Wage selama 2 

periode ini dan termasuk orang terpandan di desa ini, Namun beliau tetap 

memperlihatkan kehidupan yang sederhana. Selain itu beliau juga tidak 

pelit terhadap staf Desa. Saat pemilihan kepala desa tidak terdapat money 

Politik81 

 

Selain wawancara dengan staf diatas berikut ini juga wawancara dengan 

masyarakat: 

Pak desa adalah orang yang sederhana, mulai periode pertama sampai 

periode kedua saya tidak pernah mendengar kabar adanya serangan Fajar/ 

sogokan dari beliau sebelum pemilihan.82 

                                                           
81Karmila, Bendahara Desa Wage , Wawancara, di Desa Wage, tanggal  12 September 

2017.  
82 Hajra, Masyarakat, Wawancara, di Desa Wage, tanggal  07 September 2017.  
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa dalam 

pemilihan kepela Desa wage sejak perode pertama terpilihnya Abdul Jabir 

hingga periode kedua tidak terdapat Money Poltik yang artinya Modal Ekonomi 

tidak menjadi penunjang dalam terpilihnya beliau menjadi kepala Desa Wage 

hingga 2 Periode. 

Berdasarkan uraian terkait modalitas kekuasaan diatas, dapat dianalisis 

bahwa modal yang paling berpengaruh terkait terpilihnya Abdul Jabir menjadi 

Kepala Desa Wage hingga menjabat dua kali periode yaitu modal Sosial. karena 

beliau sangat berjiwa sosial dan bermasyarakat. Hal ini  dapat dilihat dari 

kehidupan sehari-hari beliau yang sangat dekat dengan masyarakat sehingga 

menunjukan bahwa popularitas seorang figur/kandidat sangat mempengaruhi 

tingkat dukungan masyarakat, apalagi jika figur/kandidat tersebut merupakan 

orang yang telah memiliki kepercayaan oleh masyarakat. 

Abdul Jabir merupakan orang yang sangat sederhana dalam kehidupannya. 

Ia merupakan orang yang tingkat sosialisasinya cukup tinggi dengan masyarakat, 

apalagi terhadap masyarakat bawah, walaupun dalam kelas sosial masyarakat  

beliau menduduki kelas teratas di Desa Wage. Modal inilah yang beliau sehingga 

sejak dulu sebelum pemilu kepala desa di laksanakan, Ia telah mendapatkan 

kepercayaan (trust) dari masyarakat, tentu saja hal ini sangat membantu dalam 

pemenangan pemilihan kepala desa. 
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Dalam pemilihan seorang pemimpin, modal sosial memiliki makna yang 

sangat penting bahkan tidak kala pentingnya dibandingkan dengan modal yang 

lain. Memiliki modal sosial yang tinggi, para calon tidak hanya dikenal oleh para 

pemilih. Lebih dari itu, melalui pengenalan-pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan 

secara fisik dan sosial secara dekat, para pemilih bisa melakukan penelaian apakah 

pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak. Manakalah seorang calon 

dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh 

masyarakat melaikan juga diberi kepercayaan. Hal inilah yang menjadi modal 

utama kepala Desa Wage sehingga menjadi pemimpin di Desa Wage hingga 

priode kedua saat ini.  

C. Respon Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Wage 

Kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak zaman 

dahulu dimana orang-orang berkumpul bersama dan bekerja bersama untuk 

mempertahankan eksistensi hidupnya. Sejak itulah terjadinya kerjasama 

antar  manusia di dunia dan munculnya unsur kepemimpinan. Kepemimpinan 

merupakan suatu proses mempengaruhi perilaku yang menjadi panutan interaksi 

antar pemimpin dan pengikut serta pencapaian tujuan yang lebih riil dan komitmen 

bersama dalam pencapaian tujuan dan perubahan terhadap budaya organisasi yang 

lebih maju. Kepemimpinan juga sering dikenal sebagai kemampuan untuk 
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memperoleh konsensus anggota organisasi untuk melakukan tugas manajemen 

agar tujuan organisasi tercapai.83 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, 

mengajak dan membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kepemiminan yang baik merupakan suatu 

harapan bagi setiap organisasi, termasuk organisasi dalam pendidikan sebab 

melalui kepemimpinan yang baik ini dianggap akan mampu menciptakan suatu 

kelancaran pelaksanaan program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. Proses mempengaruhi tersebut sering melibatkan 

berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas maupun bujukan. 

kepemimpinan terbentuk dari 3 unsur :   

1) Adanya tujuan yang ingin di capai 

2) Adanya sekelompok manusia 

3) Adanya pemimpin yang mempengaruhi dan mengndalikan. 

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada pada ruang lingkup 

masrayakat di desa dengan hanya satu wilayah saja. Pemimpin itu merupakan 

seorang yang bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, 

berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran/ pendapat/tindakan orang 

lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. 

Pemimpin sering juga disebut dengan berbagai nama: penghulu, pemuka, pelopor, 

pengarah, pembimbing, penuntun, dan penggerak. Kepemimpinan merupakan hal 

                                                           
83  Thoha, M, Kepemimpinan Dalam Manajemen. (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), h. 51 



61 
 

yang sangat penting dalam suatu organisasi ataupun masyarakat. Kepemimpinan 

dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri 

manusia. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan dengan antusias. 

Seorang kepala desa agar dalam kepemimpinannya ia dapat menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang belaku. Dengan meliahat undang-

undang yang baru yaitu Undang-undang desa No.6 tahun 2014 yang mana dengan 

jelas dijabarkan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Kepala desa 

adalah sorang pemimpin di desa dimana ia mempunyai hak penuh dan sebagai 

tokoh yang sangat berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam 

proses pertumbuhan pembangunan di desa. Seorang kepala desa dalam 

menjalankan perananya sebagai seorang pemimpin menghadapi tentunya harus 

selalu siap menerima respon dari masyarakat. 

Kepemimpinan seseorang khususnya kepala desa dalam hal ini Abdul Jabir 

selaku kepala desa wage tentunya mendapat respon dari masyarakat entah itu 

respon yang negatif ataupun repon positif. Berikut ini jawaban masyarakat ketika 

peneliti menyakatkan tentang upaya Abdul Jabir dalam mengelolah modalitas 

kekuasaan: 
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Modal utama pak jabir dalam memperoleh kekuasaan yaitu modal sosial 

yang dimana beliau sangat dekat dengan masyarakat bahkan hinggah beliau 

mendapat kepercayaan untuk memimpin desa ini pun sikapnya kepada 

masyakat tetap sama serta tidak membeda-bedakan masyarakat.84  

 

Selain pernyataan di atas berikut ini juga jawaban dari salah satu narasumber 

terkait pertanyaan mengenai upaya Abdul Jabir mngelolah modalitas kekuasaan: 

Sejak Abdul Jabir menjadi pemimpin desa Wage beliau membawa banyak 

perubahan khususnya bagi Petani, adapun perubahan-perubahan yang ada 

seperti adanya pengolahan atau perbaikan jalanan umum bagi petani, 

penyaluran Pupuk bantuan yang teratur dan ada, serta masih banyak lagi 

perubahan yang beliau lakukan untuk mensejahterakan masyarakat di Desa 

Wage.85 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas terbukti bahwa upaya Abdul Jabir 

dalam mengelolah kekuasaan mendapat respon yang baik serta dukungan dari 

masyarakat hal tersebut dikarenakan beliau membawa banyak perubahan Positif 

bagi masyarakat Wage.  

Respon masyarakat dengan Pemimpinnya tentunya terkait dengan interaksi 

pemimpin tersebut dalam hal ini kepala desa dengan masyarakatnya. Yang dimana 

Kepala desa merupakan pimpinan desa yang bertugas sebagai pelayan bagi 

masyarakat. Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan fokus penelitian yaitu Kepala 

Desa Wage. Maka Abdul Jabir sebagai birokrat yang bertugas melayani 

masyarakat, beliau mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi setiap anggota 

masyarakat desa. Bagi masyarakat desa kehadiran kepala desa sangat membantu 

bagi berlangsungnya proses administrasi kependudukan. Untuk mempertegas 

                                                           
84Hajrah, Masyarakat,  Wawancara, di Desa Wage, tanggal  07 September 2017.   
85Alimuddin, Kelompok Tani, Wawancara, di Desa Wage, tanggal  10 September 2017.   
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pernyataan tersebut berikut ini uraian tentang respon masyarakat terhadap 

kepemimpinan Abdul Jabir: 

1. Respon Positif 

Sebagai sosok elit desa, Kepala desa dipandang oleh masyarakat 

mempunyai status sosial yang tinggi. Hubungan antara kepala desa dengan 

masyarakat terjalin melalui interaksi. Interaksi kepala desa dengan masyarakat 

yang berlangsung selama ini biasanya dilakukan pada saat masyarakat 

mengurusi pembuatan administrasi kependudukan misalkan pembuatan KTP, 

kartu keluarga, surat kelahiran maupun administrasi kependudukan lainnya. 

Namun, berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Wage. 

Yang dimana beliau aktif dan bersosialisasi bersama masyarakat tidak hanya 

untuk masalah administrasi di kantor desa saja. Di kehidupan sehari-hari beliau 

selalu menyempatkan berkumpul dan bersosialisasi bersama masyarakat. 

Seperti halnya yang dikatakan narasumber berikut ini ketika peneliti 

menanyakan tentang bagaimana hubungan kepala desa wage dengan 

masyarakat: 

Pak Jabir sangat dekat dengan masyarakat di Desa Wage, hal tersebut 

terbukti dengan terjalinnya hubungan yang harmonis anatara beliau dan 

masyarakat seperti ketika masyarakat datang ke kantor desa melakukan 

pengurusan administrasi seperti terkait KTP, KK dan lain-lain sebagainya 

belaiu selalu menyempatkan diri menyambut masyarakat bahkan tak 

jarang beliau turun lagsung melayani masyarakat saat ada waktu luang, 

Selain itu, di Luar Urusan adminitrasi pun beliau aktif dengan masyarakat 

seperti sering berkumpul dengan kelompok-kelompok masyarakat hingga 

kelompok para pemuda di Desa Wage86 

                                                           
86Rosmiati, Kaur Pemerintahan,  Wawancara, di Desa Wage, tanggal  13 September 2017. 
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Selain hasil wawancara di atas, berikut ini juga jawaban dari salah satu 

narasumber ketika peneliti bertanya tentang kepemimpinan Abdul Jabir: 

Interaksi Kepala desa dengan masyarakat sangat baik hal tersebut 

dikarenakan beliau telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan 

masyarakat Wage. Adapun perubahannya yaitu, Sebelum pak jabir 

memimpin di Desa Wage Peredaran Narokotika di kalangan pemuda 

hingga yang berkeluarga pun sangat meraja lela, serta di acara-acara 

pengantin selalu dihiasi dengan pesta minuman keras dan acara saweran. 

Akan tetapi, setelah kehadiran beliau sebagai pemimpin di Desa Wage ini 

membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat, salah satunya yaitu 

dengan mensosialisasikan, mengajak dan mengajarkan masyarakat hidup 

sehat. Salah satunya yaitu dengan pengadaan lapangan sepak bola 

sehingga memberi peluang adanya aktivitas baru bagi masyarakat.serta 

menjalin kerja sama yang baik dengan pihak kepolisian terkait gaya hidup 

masyarakat yang salah.87 

 

Selain hasil wawancara di atas berikut ini juga hasil wawancara dari salah 

satu pemuda dari Desa Wage yang gaya hidupnya telah berubah menjadi lebih 

baik sejak  Abdul Jabir menjadi pemimpin di Desa Wage. 

Pak Jabir adalah sosok pemimpin yang cerdas dan mampu berbaur 

dengan masyarakat secara baik, bahkan cara pendekatan beliau kepada 

masyarakat sangat baik. Seperti dengan pemuda-pemuda di Desa Wage 

beliau menjalin hubungan yang sangat baik yaitu dengan beliau terkadang 

sering ikut berkumpul bersama kami dan memberikan nasehat-nasehat 

yang positif serta mengarahakan kami ke arah yang lebih baik. Salah satu 

perubahan di kalangan pemuda yaitu, saat ini para pemuda yang dulu nya 

tidak memiliki aktivitas yang bermanfaat dan berguna seperti hanya 

mengkonsumsi obat-obat-obat terlarang, bahkan naik motor unggal-

ynggalan, saat ini telah banyak yang sadar dan di arahkan menjadi ojek 

saat panen.88 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa, Interaksi antara kepala 

desa dan warga masyarakat telah menimbulkan hubungan yang harmonis. 

                                                           
87Amiruddin, Masyarakat,  Wawancara, di Desa Wage, tanggal  11 September 2017.  
88Sule, Pemuda Desa Wage, Wawancara, di Desa Wage, tanggal  27 Oktober  2017. 



65 
 

Jalinan interaksi keduanya tidak hanya berjalanan pada saat melayani 

pembuatan administrasi kependudukan melainkan juga terjalin pada kehidupan 

sehari-hari serta  memberikan arahan bagi masyarakat kerah yang lebih positif. 

Dalam interaksi dengan masyarakat, kepala desa dinilai sebagai sosok yang 

ramah, yaitu dengan selalu menyapa masyarakat dengan tidak memandang 

status sosial serta bergaul dan bergabung dengan siapa saja.  

Pola interaksi yang baik mempengaruhi hubungan timbal balik antara 

masyarakat dan kepala desa secara langsung. Adanya hubungan interaksi 

individu dengan kepala desa telah menimbulkan sebuah pemaknaan. Interaksi 

antara masyarakat dan kepala desa merupakan bentuk hubungan langsung 

antara penguasa dan rakyat.  

interaksi yang berlangsung akan membentuk suatu pemaknaan dalam 

masyarakat terhadap sosok kepala desa, dipandang dari kepribadiannya maupun 

kinerjanya. Selain itu, dengan pola interaksi yang baik antara kepala desa 

dengan masyarakatnya mampu membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih 

baik dari pda sebelumnya. 

2. Respon Negatif  

Setiap induvidu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, 

serta dalam tindakan seseorang tentu terdapat pro dan kontra seperti hal nya 

seorang pemimpin. Kepemimpinan seseorang tidak menutup kemungkinan 

mendapat respon Postif dan Negatif. 
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Setelah membahas mengenai respon positif dari masyarakat di atas, 

berikut ini hasil wawancara terkait repon negatif masyarakat terhadapan 

kepemimpin Abdul Jabir selaku Kepala Desa Wage. Adapun jawaban dari salah 

satu narasumber ketika peneliti menanyakan tentang kepemimpinan Abdul Jabir 

adalah sebagai berikut:  

Sebenarnya kepemimpinan pak jabir bagus hanya saja masih ada sebagian 

jalan yang belum di perbaiki seperti yang terjadi di Dusun Caleko Ore 

Salo, Bencana alam seperti banjir kian menyengsarakan masyarakat yang 

datang secara teratur. Masyarkat butuh penanggulangan, sebagian besar 

masyarakat masih mempercayakan kepemimpinan kepada beliau akan 

tetapi hal-hal seperni kami membutuhkan penyelesaian karena banjir 

biasa menghancurkan sawah masyarakat. Pembangunan jalan harus 

merata.89  

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa menurut narasumber 

tersebut kepemimpinan Abdul Jabir sudah bagus, hanya saja pembangunan 

belum merata sehingga masih banyak jalananan yang rusak dan perlu 

perbaikan, seerta perlunya tindakan segera untuk mengatasi masalah banjir 

yang sering terjadi karena hal tersebut meresahkan masyarakat.  

Selain hasil wawancara di atas berikut ini juga, hasil wawancara terkait 

respon negatif terhadap kepemimpinan Kepala Desa Wage: 

Pak jabir telah memimpin desa Wage selama dua periode, namun hingga 

saat ini pembangunan belum merata. Masih banyak jalanan yang perlu 

perhatian dan yang paling utama yaitu banjir yang kian hari makin 

meresahkan masyarakat90  

                                                           
89Anto, Tokooh Pemuda,  Wawancara, di Desa Wage, tanggal  15  September 2017.  
90Jufri, Masyarakat,  Wawancara, di Desa Wage, tanggal  10  September 2017.  
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Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa setelah memimpin Desa 

Wage hingga dua periode, narasumber masih merakan pembangunan yang tidak 

merata serta belum melihat tindakan abdul jabir untuk mengatasi banjir yang 

kian hari semakin meresahkan masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara peneliti dapat 

menganalisis bahwa dari beberapa narasumber yanng diwawancarai semuanya 

memberikan respon positif terhadap kepemimpinan Abdul Jabir dan hanya 

tidak ada satupun narasumber  yang memberi respon negatif yang peneliti 

dapatkan hanyala beberapa masukan untuk beliau.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Upaya Kepala Desa Wage dalam Mengelolah Modalitas Kekuasaan yaitu 

memperoleh kepercayaan dengan modal utamanya berjiwa sosial seperti 

aktif di dalam masyarakat, berbaur dengan masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari, jujur, dan lain-lain sebagainya serta setelah menjabat 

kepercayaan tersebut masih tetap dijaga dengan tetap menjaga dan 

memperbaiki hubungan di kalangan masyarakat bahkan di semua kalangan. 

2. Respon Masyarakat terhadap Kepala Desa Wage dalam Mengelola 

Modalitas Kekuasaan yaitu: 

a. Respon Postif : Masyarakat sangat mendukung beliau dan memberikan 

sepenuhnya kepercayaan kepada beliau untuk memimpin Desa Wage, hal 

tersebut dikarenakan sikap beliau yang jujur, merakyat serta telah 

membawa banyak perubahan yang positif bagi kehidupan masyarakat di 

Desa Wage.  

b. Respon negatif : Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara 

peneliti dapat menganalisis bahwa dari dari beberapa narasumber yanng 

diwawancarai semuanya memberikan respon positif terhadap 

kepemimpinan beliau dan hanya tidak ada satupun narasumber  yang 

memberi respon negatif yang peneliti dapatkan hanyala beberapa 

masukan untuk beliau. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Tidak selamanya modal politik dan modal ekonomi mendominasi untuk 

mencapai dan mempertahankan kekuasaan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa modal sosial mampu menundukan kedua modal 

tersebut.  

2. Hasil penenlitian ini membuktikan bahwa dengan modal sosial seorang 

pemimpin mampu menggenggam dan mempertahaankan kekuasaannya 

hingga dua priode serta tidak ada satu pun masyarakatnya yang memberi 

respon negatif.  
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